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. bahwa dalam upaya peéremajaan diperlukan - dana ~untuk

. Undang undang Nééﬁr ‘14 Tahun = 1964

. Undan undang OTOI % Tahun 1974 tcntang Pokuk pc 734

Nomor 46, Tambahan

LA

HGKAT I LAHPU?"

bahwa xomodltl karst meLupakar gsalah satu fkamd&iii"

 andalau bagl : ekspoL ‘Propinsi Lampuﬁg,,',jugafgf

merupakan sumbe; pendapatan;

ahwa pcnebangau taﬁaﬁan nare* "ang ma51u"pruduku1f>fff
dapaL meruglkan para petanl dan dev1oa negaia, ‘maka ,:'
perlu pengcnuallan penebangaﬂ da §ercma3aan secaraﬁ'
berencana; : : '

menjamin kea gambungan tanaman karet;

bahwa untuk maksud telscb"* dlatan, maka ~ pengenda-
lian genebangan &an perema}aan tanaman karet perlh“'”
ditetapkan deugan Perat ran: Dacrau :

Uudang undang Punar 12 Drt f’Tahun‘ 1957 tent!Lgc -
Per aturan qum Rutrl usi Daerah & TR B
e ak : {Lembar an Negara iﬁ Tahug ,195?3,

Nomor 38, lambahan'uen aran Negara & NQmQr‘lﬁﬁuz;,;;

Pemucﬁthmau ﬂae ah TLngnaL I Lampuug 5?

Negara B Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan L‘._

Negara ¥X Nenﬁr 2688},

Pemerintahan ‘31, Daarah (Lembaran Negara ig Tahun %l‘
1974 Nomor 38 , ?ambahaq UEWUaLan Negala ii ﬁomﬂr(

3037);

Undang- unuanq Wemor 12 Tahun 19%2 teﬁtaug';Slau
Budidaya Ta§aman;_(£enbaxan Vegara & Tahun 19&_
Lembaran Negar lg_ﬁaﬁg: 3378,__




Peraturan P&mcllutah Nomor 41 Tahun 1951 tentang
Pelaks naan Peﬁyer&han gebaglaﬁ Urusan Pemerlntahl;
Pusat Dalam Lapangan Pertanian KXepada Propinsi-
pfopinsi (Lémbaran Negara ¥ Tahun 1951 Nomor &0,
Tambahan Lembaran Negara W Nomor 130);

w

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang
Penyerahan"sebagian Urusan Pemerintah Pusat &i‘
Lapangan Perikanan'Laut Kehutanan dan Karet Eakyat"

kepada Daerah- daerah C'*.n:ttalrxtra Tingkat I (uembaran‘
Negara ®& Tahun 1957 Wcmor 169, Tambahan Lembaran
Negara ME Nomor 1490); '

)

"

~J

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 Lgntapg,'
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat = di
idang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I
{Lembaran Negara ﬂt Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Wi Nomor 3060); |

td

Q.u

. 8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M:04:Pw-07.03 -
Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil; - - .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
tentaag Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil d4i Lingkungan Pemerintah Daerah;

W

{
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993‘
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan-Peraturan Daerah
Perubahan; ' 7
) \ 11. Keputusan u&ﬂtnrl Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1093
A ) - tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau
Keputusan Kepala ﬁaeral Lewat Tenggang Wakiu Penge— -
sahan; ' R

Fa
%]

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Nomor 8 ahVn‘1989‘tentang Perubahan Pertama>Pératu?

ran uae“"h Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2
Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan -

- S Propinsi Daerah Tlnghat I Lampung; ‘

¥}

T - _ 13. Peraturan Daeraﬁ Proplnal Daerah Tingkat I Lamgung’
’ ‘ Nomor 10 Tahun : 1989 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I S

unan kepada Dae rah Tlngkat II se Pr
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Dengan Pe rsctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
i I Lampung '

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

LAMPUNG
TENTANG PENGENDALIAN PENEBANGAN DAN PEREMAJAAN
TANAMAN KARET DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGEKAT
I LAMPUNG
BADR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmakoud dengan :
a. Daerah adalah. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
b. Pemerintah Daerah ad lah Pemerintah P;Opl Daerah,

Tingkat I Lampung.

5 Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi

Daerah Tingkat I Lampung.

e. Kas Daerah lah Kas Dacrah Propinsi Daerah Ting
‘kat I Lampuug

f. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pelaksanaan
penebangan pada tanaman kKaret yang tidak produktif.

1lah pemotongan, pengambilan, pengang-
kutan dan pemanfaatan kayu karet. :

h. Peremajaan adalah
bekas kebun karet yang ditebang atau lokasi lain
yang memenuhi per syaratan tekhnis. '

i. Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha adalah

Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melak-
ukan kegiatan penebangan kayu karet.

h usaha penanaman karet pada lahan

BN Y
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Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta.

Kayu karet adalah kayu tanaman karet.

Retribusi adalah pungutan resmi yang dikenakan pada
Pero rangan/Kelu“puL/Kupcraal Badan Usaha atas 1izin
yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melakukan
penebangan kayu karet. '

Petani pemilik adalah seseorang yang melakukan
iatan usaha dibidang pertanian dengan menggunakan
tanah dan tanaman sebagai modal utamanya

BABII
OBYEK PERIZINAN
Pasal 2
Setiap Perorangan/Xelompok/Koperasi/Badan Usaha yang
elakukan  penebangan kayu karet wajib memiliki-

=

-5 o)
L Lll.

[

Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 3

Penebangan Kkayu karet hanya diizinkan pada tanaman
kare yvang tidak produktif, yaitu tanaman karet
yang tidak lagi menghasilk
a. tanaman karet berumur 2
b. tanaman karet rusak terserang hama penyakit;
¢. tanaman karet rusak pada bidang sadap.

Penebangan kayu karet t
3 3+
w

dak diizinkan pada tanaman
karet yang masih produktif

, Yaitu tanaman karet yang
asih menghasilkan lateks sesuai dengan petunjuk
tehnis budidaya.

Bagi areal tanaman karet produktif yang akan diman-
faatkan untuk kepentingan lain, maka ketentuan
sebagaimana tercantum pada ayat {2) pasal ini tidak
diberlakukan. /
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(1) Tatacara untuk memperoleh 7'2 1;§‘3 aebaga¢m a iﬁéksuﬁféaséllzz;i?
Perauuran DaeLah 1n1, stct_pkau sebagal bgr kut L e

A, Pemohon ‘mengajukan‘ permehon{dj‘Secara:tertuliS,ke?adﬂ Tﬁé?&lﬁ'
Da rah ‘atau Pejabat yang d unjuk} o | L “ ‘

harus mencantumkan nama pemi-

1?b{5Permahéhaﬁ‘ penebangan kayu kar?f

1i:7,‘luas areal, Lokaalfdan alasan peneuangan kayu karet . serta;;7f~f
dilampiri dengan surat persetujuan Qenebangan dari Qem;+1k;,~ff

‘tanaman karet;

- ¢. Surat permohonan dibuat menurut kctentuan'yang'di;etagkan; §1§h7fj;Q£

;Kepala'uaerah atau PejabaL yaﬁg ditunjuk.

Bcntuk surat izin nebagalmana dlmahpud yasal 2 ayat (1) Pcrath;aaff?;
Daerah 1nL,~d¢tebapkan Leblh lanjut oleh Kepala Daerah atau Pe3a~;:f<

» uat yang dltunjuk
{(3) Izih' pcnebangau kayu karet han a ber;a u untuk areal dan -lokasi
, penebangan kareh yang'tercaﬁtuw,da}am surat izin. o R

7Pasalf§\

(1) Areal dan lokasi tanaman karet yang akan d*tebang wajib Adlgetzksaf 7‘

oleu petugqs yang dluUﬁJUk mellpatl .
-a.‘staﬁus;tanah;

b. potensi kayu karet ' (inventarisasi) - Gt
IR . . e R

i

 ¢. rencana pembukaan lahan dan pemanfaatannya kembali sehingga

+ o tidak terlantar;

d. pembuatan peta lokasi:

(2) Hasil pemeriksaan tersebut d*buatkln Beri ta Acara Pemerlﬁoaaﬁ yang S

akan dqudlkan dasar dalam pemberlan 1z¢;
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Pasal 6
Surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini,
tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

Pasal 7
Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

Pemegang izin tidak mematuhi semua persyaratan yang ditentukan;

]

b. Melanggar Kketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan dengan izin diberikan.

¢. Masa berlaku surat izin yang diberikan telah habis.

BABIV

PEREMAJAAN TANAMAN KARET

Pasal 8
Program peremajaan disusun s*tiap tahun oleh Dinas Perkebunan disesu-
aikan dcngan luaa areal tcbangan tanaman karet yang tidak produktif
lagi,

Pasal ¢

(1) Kegiatan peremajaan dilaksanakan oleh masing-masing petani pemilik
tanaman karet dibawah bimbingan tekhnis Dinas Perkebunan.

L]

(2) Untuk kegiatan peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,

para petani diberikan bantuan dalam bentuk bimbingan tekhni dan
sarana produksi yvang jumlahnya disesuaikan dengan dana vang terse-
dia.

(%]
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J

™

ik selanjutnya wajib memelihara tanaman karet yang
jakan tersebut mulai dari penanaman sampai dengan
A
u

BABY
RETRIBUSI DAERAH
Pa aJ. .LO

(1) Untuk mempercleh surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Daerah ini, pemchon dikenakan retribusi sebesar
Rp 5.000,- { lima ribu rupiah ) per meter kubik kayu karet.

A



(2) Retribusi bagalﬂqﬁa mansuu aya* (1) pasal ini, dipungut pada
- saat izin dlberlkaq. '

Hasil pungutan retri usi merupakan p ndaya an das rah dan ;“Ihp‘

(3) H
disetorkan  sepenuhnya ke Kas Daerah dengan pembagian sebagal
;beleut : B Co
a. 60 % untuk pendapatan Daerah Tingkat II;
T ~b. 40 % untuk penda patan Baerah Tlngkat I.
Pasal 11
(1) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksu - pasal 10 ¢

Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Perksbunan..

| \ , ) i sebagalmana dimaksud pasal 10 Peraturan
| = .. Dasrah ini, akan untuk bantuan peremajaan tanaman karet  yang
‘ besa;nya diatur lebih lan}ut oleh Kepala Daerah.

o

(1) Kepada Instansi pengelola diberikan uang insentif yang besarnya
tetapkan sesuail dengan ketentuaﬁ perundang-undangan yang ~berla-
ku. s B ; -

—
B
e

:c(baglan dan pengguna nfuang'ihsentif sebagaimana dimaksﬁd‘ipada,
ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

A ‘ 7
"B A B VII
PENGAWASAN '
asal 13
(1) Pengawazan terhadap pelaksanaaﬁkperaturan Daerah ini .dilakﬁkaﬁ e
~ oleh Dinas Perkebunan atau Pejabat yang ditunjuk.
) {2} Kepala Dinas Perkebunan wajlb memberlkan lapocran atas pelaksanaan
: . Peraturan Daerah ini kepada chala Daerah. '

w1
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B A B ¥;II
KETSKTUAN PiEANA )
Paoalklé S S
Barang 51apa melanggar ketentuaﬁ sebagalmana dimaksud dalam pasalgv
2 ayat (1), pasal 3, pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (1), pa sal 6
dan pasagmépva%gga(l) Peraturan‘ﬁaerah ini, diancamk%gygzz ; 'dana
kurungan ”I%]» 6§ (enam)} bulan dan atau den

‘Rp $0.000, (¢1ma puluh ribu ruplah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah

_pelanggaran.

Selain dikenakan sanksi sebagalmana dimaksud ayat (1) pasal ini,

tidak menguLaugi kewajiban membayar retribusi dan Jjuga dapat
i rta penyitaan terhadap kayu =

()]
[¢]
+

mengakibatkan dicabutnya surat izin
karet.

Petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan
Daerah ini, vyang dengan sengaja melakukan tindakan vyang nyata-
nyata merugikan Pemerintah Daeraﬁ akan diambil tindakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. oo

oe

BAB :
PENYIDIEKAN
Pasal 15 | -

Selain oleh Pejabat Pen"idik Umum yang bertugas menyidik tindak

pidana, penyidikan atas tlnuak pldana sebagaimana dimaksud pasa;;5
14 Peraturan Daerah ini, dapat Juga dilaksanakan oleh Penyldlk
Pegawai MNegeri Sipil di L;ngkungan Pemerintah Daerah yang pengangf 
katannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang—undangan

- .Yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawal Negeri
S8ipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana; \ ' ‘ '

b. melakukan tindakan rtaﬂa pada saat itu ditempat 'kejadian‘
serta melakukan pemerlksaan, ’

X

seo Lang tersangka dan memeriksa tanda

T
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d. me‘"kukan penyitaan benda atau surat;




e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

v f, mema;ggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai -
i ‘tersangka atau s i, : ‘

- . . P : : C _
g. mendatangkan orang ahli vyang diperlukan dalam- huﬁungann?an“rfii
" dengan pemeriksaan perkara; ) b

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penayidik
, umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
= . ‘bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik.

© % umum memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, -tersangka
. atau keluarga; ' ' '

i. mengadakan tindakan -lain  menurut hukum  yang dapat
dipertanggung-jawabkan. . : ' -
| BABX | : - G
. ’ KETENTUAN PENUTUP
1\ ‘ , o Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturanfnaerahgini,fmaka segala keten uan“Yang
mengatur materi yang sams atau - bertentangan dengan Peraturan

- Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- {2) Hal-hal vyang belum diatur lam Peraturan Daerah ini akan diatur

o lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaafi-
< nya. ‘ ) '

- : -

g

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
L ) : . ~ L A\l
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pe -

~_ ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
\«' DaerahrPropinsi Daerah Tingkat I Lampung. '

»
Ditetapkan di Telukbetung
) Pada tanggal 8 Mei 1996
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAf’AHi~, | Frjes 2 B /DAERAH

PROPINSI DAERAH. TINGKAT F LAMPUNG  /RINerAll+ J( LAMDUNG,




masih produktif schingga dapat merugika para pet

PENJELASARN

TAS

PERATURAN DAERAH PRDPIHSIJBAER&HQTIHGKAT I LAMPUNG
NOMOR 3. TAHUN 1996
TENTANG

FENGEﬂBAuIAW PENEBANGAN EAH PEREMAJAAN TANAMAN KARET
DALAM W’LAYAP PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

UMUM

Pembangunan Sub Sektor Perk ebunan d; Propinsi Lampung, perlu
ditingkatkan semaksimal mungRLn baik oleh aparat pelaksana
pembangunan maupun oleh nasyurakat se hingga mendorong laju

Pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan pembangunan Sub Sektor Perkebunan di
Lampung diatur melalui Peraturaninaerah Tingkat I Lampung
Nomor 2 Tahun 1977 Jo Peraturan Daerah Nomor & Tahun 1989
tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perkebunan
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung . '

,Untuk memberlkan pcrllndungan dan pelayanan kepada masyalakat

petani perkebunan, Khususny 78 petanl karet, maka dlpandang
perlu  mengatur masalah pcrlzinan penebangan kayu karet yang
: tani - dan

devisa negara.

Agar sSupaya areal tanaman kareu yang telah ditebkang ,bdapat.
ditanam kemabali, maka diperlugan peremajaan tanaman Karet -
yang berkesinambungan dan terencana. Untuk pel akaanaan pere-—

majaan LersebuL diperlukan dana yaﬂg tldak sedikit, maka

perlu untuk mengga i,Sumber-sumber Pendapatan Asli Da eLah
{PAD) : ‘
\ -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) cukup Jelas ) : _
ayat {2) Izin_‘pcncuangan kayu karet - dike-
luarkan dan ditandatangani oleh
Kepala Daerah'atau Pejabat vyang -
ditunjuk o '
Pasal 3 dan Pasal 4 '+ cukup jelas

10




‘;Pasai 5 a'at

t

ayat (2)

'Pésal 5

7 Pasal ? s/d Pasal 10

Pasal 11 ayat (1)

-

S Ya* (2)

Pasal 12 s/d Pasal 17

,fﬁembaatanxQ‘denah © lokasi
.ftaQaﬂaﬁ karet yang akan di .

fPe;kebuaan,

: cukup jel

peta lokasi

R I
mg_,
ot

o

o

N s B

B8
BB

dan élbuat oleh -Petugas

‘,;

: Berita Acara Pemeriksaan ,ditauda-b:"_
tangani oleh Aparat Pemeriksa yang
‘ditunjuk, dan pemohon/pemilik
‘kebun.”' PR - o

:‘Dalan hal pemegang izin men;ngga;f'{:
- dunia, kepada ahli waris dan atau -
‘yang -mendapat hak dari padanya - e
dapat melanjutkan izin tersebut =

;aamapal bataa berlakunya izin

.‘cﬁkupijelas
: Cﬁkup jé1as

: Bantudn peremajaan tanaman karet
rakyat. diajukan dalam  bentuk
Daftar Isian Proyek (DIP) Dinas -
;Perkebunan~ vang diprogram setiap =
~tahun. B




